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BAB III 

PEMBERIAN REMISI  KEPADA PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA 

DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN SIDOARJO 

 

A. Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo 

       Kata remisi berasal dari bahasa Inggris yaitu remission. Re yang 

berarti kembali dan mission yang berarti mengirim, mengutus. Remisi 

diartikan pengampunan atau pengurangan hukuman. Dari pengertian 

tersebut, remisi merupakan kata serapan yang diambil dari bahasa asing 

yang kemudian digunakan dalam pengistilahan hukum di 

Indonesia.1Remisi adalah pengurangan masa pidana yang diberikan 

kepada narapidana dan anak pidana yang berkelakuan baik selama 

menjalani pidana.2 

       Remisi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah 

penguranganhukuman yang diberikan kepada orang yang terhukum.3 

       Di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo remisi diberikan dengan 

berbagai macam atau berbagai jenis yaitu: 

1. Jenis-jenis Remisi yang diberikan di Lembaga 

Pemasyarakatan Sidoarjo Adapun jenis-jenis remisi yang diberikan 

di Lembaga pemasyarakatan Sidoarjo yaitu sebagaimana yang telah 

tertera diatas yaitu: 

                                                           
1M. Fahmi Al-Amruzi, “Analisis Hukum  Pemberian Remisi Terhadap Pelaku Tindak Pidana”, 

Jurnal Darussalam, 2 (Desember 2014), 2. 
2Keputusan Menteri Hukum dan Perundang-undangan RI Nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999. 
3Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 

2005), 945. 
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a. remisi umum yang diberikan pada hari kemerdekaan Republik 

Indonesia pada tanggal 17 Agustus, semua narapidana atau anak 

pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi diberikan 

haknya untuk menerima remisi umum tersebut. 

b. remisi khusus yang diberikan kepada narapidana atau anak 

pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi pada saat 

hari raya keagamaan. 

c. remisi tambahan diberikan kepada narapidana atau anak 

pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi dan remisi 

tambahan ini diberikan kepada setiap pemuka di Lembaga 

Pemasyarakatan Sidoarjo. 

d. remisi dasawarsa diberikan kepada narapidana atau anak 

pidana yang telah memenuhi syarat pemberian remisi dan remisi 

dasawarsa diberikan setiap sepuluh tahun sekali. 

2. Syarat Pemberian Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo 

       Syarat pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo 

yaitu sebagaimana syarat pemberian remisi pada umumnya yaitu: 

a. berkelakuan baik 

           Adapun yang dimaksud dengan berkelakuan baik yaitu 

narapidana yang telah menaati peraturan yang ada didalam lapas 

dan juga tidak sedang dijatuhi hukuman disiplin yang di catat 

dalam buku register F selama kurun waktu ditentukannya 
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remisi.4 Berkelakuan baik bukan hanya dalam hal menaati 

peraturan namun berkelakuan baik juga dinilai dari perilaku atau 

tingkah laku narapidana selama menjalani masa pidananya, dan 

juga dapat dilihat dari perilaku sesama narapidana juga dalam hal 

ibadahnya, atau membantu petugas lapas dalam menjalankan tata 

tertib yang ada. Penilaian berperilaku baik adalah menjadi 

tanggung jawab pihak lapas namun sangat sulit jika pihak lapas 

harus mengawasi satu persatu narapidana oleh karena itu dalam 

hal mengawasi tingkah laku dapat dialkukan juga oleh 

narapidana dengan narapidana lainnya. 

b. telah mejalani masa pidana lebih dari enam bulan 

           Mendapatkan remisi memang hak dari setiap narapidana atau 

anak pidana bukan dengan syarat berkelakuan baik saja namun 

seorang narapidana atau anak pidana harus telah menjalani masa 

pidananya selama enam bulan. 

           Masa enam bulan tersebut digunakan untuk menilai kelakuan 

baiknya, dan juga masa enam bulan tersebut sebagai adaptasi 

seorang narapidana atau anak pidana yang baru saja 

mendapatkan hukuman. Dan dengan masa enam bulan tersebut 

seorang napi bisa menyesuaikan diri dan setelah itu dapat 

diketahui bagaimana sikap dan perilakunya, serta dapat menilai 

apakah sudah pantas mendapatkan remisi atau belum. 

                                                           
4 Keputusan Menteri Hukum Dan Perundang-Undangan Republik Indonesia Nomor M.09.HN. 

02.01 Tahun 1999. 
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            Dalam hukum pidana Islam syarat diberikannya keringanan 

hukuman juga dengan adanya sebuah penyesalan dan juga 

meminta maaf kepada korban atau yang disebut juga dengan 

taubat.  

            Taubat menurut istilah para sufi adalah kembali kepada 

ketaatan dari perbuatan maksiat, kembali dari nafsu kepada haq 

(jalan kebenaran).  

            Dalam kitab at-ta’rifāt dijelaskan bahwa taubat adalah 

kembali kepada Allah dengan melepaskan ikatan yang 

membungkus hati (mengekang) kemudian bangkit menuju 

(memenuhi) hak Rab (Tuhan). Sementara itu Z|unnu>n al-Mis}ri 

membagi bahwa taubat orang awam dari dosa, taubat orang 

khusus dari kelalaian dan taubat para nabi ketika melihat 

kelemahannya dalam ibadah dibandingkan dengan keberhasilan 

yang dicapai.5 

           Bertaubat dari segala dosa dengan kembali kepada dzat yang 

gaib (metafisik), tobat dalam ilmu suluk merupakan tingkatan 

yang ada, karenanya, seorang salik (ahli suluk) tidak dapat 

dipisahkan.  

           Dalam referensi lainnya mengatakan bahwa taubat adalah 

kembalinya seorang hamba kepada Allah dan uzlah (menjauhkan 

                                                           
5 Septiawadi, “ Tafsir Sufistik tentang Taubat dalam Al-Qur’an”, Jurnal Studi Agama dan 
Pemikiran Islam, 2 (Desember, 2013), 3. 
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diri) dari jalan orang-orang yang dimurkai oleh Allah serta jalan 

orang-orang sesat.  

           Syarat-syarat untuk taubat bergantung pada siapa yang 

menjadi korban kesalahan itu, dimana hal ini dikelompokkan 

menjadi tiga tingkatan. 

            Pertama, bila kesalahan itu terhadap Allah swt. maka 

taubatnya dengan menyesali dosa-dosa yang diperbuat dan 

berjanji untuk tidak mengulanginya. 

           Kedua, berdosa kepada Allah dan makhluk ciptaannya 

dengan berjanji untuk meninggalkan dosa-dosa itu dan 

menyesalinya. 

           Ketiga, apabila dosanya berhubungan dengan hak orang lain, 

maka bagi orang yang bertaubat harus memperbaiki sesuatu yang 

rusak dan karena dirinya atau memohon kerelaan orang yang dia 

salahi. 

            Ada sebagian ulama yang berpendapat, bahwa jika orang 

yang sudah berjanji dengan taubatnya, tetapi mengulangi 

kembali dosa-dosanya, maka taubatnya yang terdahulu itu batal 

dan tidak sah. Jadi andaikata kesalahan yang diperbuat 

berhubungan dengan sesama manusia, maka taubatnya dengan 

meminta halal hak tang diambilnya, kemudian menyesali 

perbuatan tersebut dihadapan Allah, karena itu hak Allah.  
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           Taubat yang terlibat transaksi ilegal dan barang-barang yang 

diharamkan, seperti minuman keras, para artis dan sanksi palsu 

karena upah. Maka kaum ulama masih berbeda pendapat tentang 

masalah tersebut. 

           Sekelompok ulama berpendapat, dia harus mengembalikan 

uang yang telah diterimanya kepada pemiliknya, sebab itu adalah 

hartanya yang sah. Sedangkan si penjual, maka dia telah 

mengambilnya melalui jalan yang tidak diperkenankan oleh 

syara’, dan si pembeli, dengan mengeluarkan uangnya itu tidak 

memperoleh keuntungan secara halal. 

            Pendapat lain mengatakan bahwa taubatnya ialah dengan 

menyedekahkan uang hasil transaksi itu, dan tidak wajib baginya 

untuk mengembalikan kepada pemiliknya. Sebab hal itu tidak 

mungkin, karena oleh sang empunya akan digunakan untuk 

bermaksiat kepada Allah. Begitu juga taubat bagi orang yang 

hartanya bercampur dari sumber yang halal dan haram, yakni 

dengan bersedekah kira-kira sebesar harta haram yang 

mencampuri hartanya, kemudian hendaknya dia membersihkan 

sisa hartanya dari perkara haram.6 atau juga bisa dengan taubatan 

nasuha. 

           Taubatan Nasuha atau taubat secara murni yaitu, 

membebaskannya dari segala kotoran, kekurangan dan kerusakan 

                                                           
6 Ahmad Faried, Menyucikan Jiwa, (Surabaya: Risalah Gusti, 2004), 168. 
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Imam Hasan al-Bashri berkata bahwa memurnikan taubat ialah 

dengan menyesali apa yang diperbuatnya di masa lalu dan 

bertekad untuk tidak mengulanginya. Al-Kalbi berkata, taubat 

adalah dengan beristighfar melalui lisannya, menyesali dengan 

hati dan berhenti berbuat dosa dengan raga. Sedangkan menurut 

Said bin al-Musayyib berkata, bahwa arti taubatan nasuha ialah 

bila engkau menasehati diri sendiri. 

            Dalam refrensi lain mengatakan bahwa taubatan nasuha 

yaitu meninggalkan semua dosa lalu menyesalinya, bertekad 

untuk tidak mengulanginya lagi, berusaha mengembalikan hak-

hak kepada siapa saja yang sudah dizaliminya, dan berusaha 

memohon ampunan serta taubat kepada Allah mencari 

rahmatnya, berusaha menghindari siksa dan azab.7 

            Pendapat Ibnu Qayyim: Taubat yang murni mengandung 

tiga unsur yaitu: 

            Pertama, taubat yang meliputi atas keseluruhan jenis dosa, 

tidak ada satu dosapun melainkan bertaubat karenanya. 

           Kedua, membulatkan tekad dan bersungguh-sungguh dalam 

bertaubat, sehingga tidak ada keragu raguan dan menunda-nunda 

kesempatan bertaubat. 

             Ketiga, menyucikan dari segala kekotoran dan hal-hal yang 

dapat mengurangi rasa keikhlasan, khauf kepada Allah dan 

                                                           
7 Ahmad Farid, Taubat dalam Dosa,(Jakarta: Amzah, 2006), 30. 
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menginginkan karunianya. Tidak seperti taubatnya orang yang 

ingin menjaga nama baik, mempertahankan kedudukan atau 

untuk menjaga martabat dan kekayaannya, atau demi 

popularitas. Supaya tidak mendapat gangguan dari orang-orang 

jahat, atau karena frustasi dan mungkin juga untuk tujuan-tujuan 

lain yang dapat mengurangi nilai dan kemurnian suatu taubat 

kepada Allah swt. 

3. Cara Memberikan Remisi Di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo 

       Pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo yaitu 

dengan cara diumumkan pada saat upacara Kemerdekaan Republik 

Indonesia tanggal 17 Agustus di pendopo Sidoarjo. 

 

B. Dasar Hukum Pemberian Remisi di Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo. 

        Adapun dasar-dasar hukum pemberian remisi di Lembaga 

Pemasyarakatan Sidoarjo yaitu: 

a. Undang-undang Republik Indonesia nomor 12 Tahun 1995 tentang 

Pemasyarakatan. 

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 99 Tahun 2012 

tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 

nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak 

Warga Binaan Pemasyarakatan. 

c. Keputusan Presiden nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi. 
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d. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia nomor M.09.HN.02.01 Tahun 1999 tentang Pelaksanaan 

Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 174 tahun 1999 

tentang Remisi. 

e. Keputusan Menteri kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik 

Indonesia nomor M.HH-21.PK.01.01.02 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Pengurangan Hukuman Secara Khusus Pada peringatan 

Tujuh Puluh Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia. 

f. Peraturan Menteri Hukum dan Ham RI Nomor 21 Tahun 2013 

tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti 

Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang 

Bebas dan Cuti bersyarat. 

g. Surat Edaran Menteri Hukum dan HAM RI nomor M.HH-

04.PK.01.05.06 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Pemberlakuan Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang 

Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan 

Pemasyarakatan. 

h. Surat Edaran Direktur Jenderal Pemasyarakatan nomor PAS-

PK.01.01.02-395 Tahun 2015 tanggal 13 Agustus 2015 tentang 

Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015. 

i. Surat Edaran Direktur Bina Narapidana dan Pelayanan Tahanan 

nomor PAS-PK.01.01.02-987 Tahun 2015 tanggal 14 Agustus 2015 

tentang Penerbitan Surat Keputusan Remisi Dasawarsa Tahun 2015. 



 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id  digilib.uinsby.ac.id   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

40 
 

 

C. Pemberian Remisi Kepada Pelaku Tindak Pidana Narkotika di Lembaga 

Pemasyarakatan Sidoarjo. 

       Pemberian remisi pada umumnya berhak diterima oleh setiap 

narapidana atau anak pidana yang telah memenuhi syarat pemberian 

remisi, begitu pula bagi narapidana narkotika yang telah memenuhi syarat 

mendapatkan remisi pastilah mendapatkan remisi. 

       Dari hasil penelitian bahwa setiap pelaku tindak pidana narkotika 

mendapat remisi baik remisi umum atau remisi khusus, untuk remisi 

tambahan di LAPAS Sidoarjo sangat jarang diberikan remisi tambahan 

karena dalam hal ini remisi khusus diberikan kepada pemuka yang 

membantu kegiatan di LAPAS Sidoarjo. 

       Kebanyakan juga pelaku tindak pidana narkotika mendapat remisi 

dasawarsa sebesar 3 (tiga) bulan, dimana remisi dssawarsa itu diberikan 

setiap sepuluh tahun sekali, dan tentunya dengan syarat yang telah 

ditentukan pada peraturan yang sudah ada. 

       Namun kebanyakan juga pelaku tindak pidana narkotika tidak 

mengetahui bahwa mereka sudah mendapat remisi atau tidak, ada juga 

yang mengetahui telah mendapatkan remisi namun tidak mengetahui 

berapa besar remisi yang diterima. 

       Pelaku tindak pidana narkotika juga mendapatkan remisi umum atau 

khusus yang besarnya bermacam-macam tergantung lamanya pelaku 

tindak pidana narkotika yang menjalani masa pidananya. 
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       Seperti halnya pada Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 

tentang remisi yang menjelaskan tentang besarnya remisi yaitu: 

1) Pemberian remisi umum: 

a. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua belas) 

bulan; dan 

b. 2 (dua) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidanaselama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 

2) Pemberian remisi umum diberikan sebagaimana berikut: 

a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1). 

b. pada tahun kedua diberikan remisi 3 (tiga) bulan; 

c. pada tahun ketiga diberikan remisi 4 (empat bulan; 

d. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 

remisi 5 (lima)bulan; dan 

e. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 6 

(enam) bulan setiaptahun.8 

3) Pemberian remisi khusus 

a. 15 (lima belas) hari bagi Narapidana dan Anak Pidana yang 

telah menjalanipidana selama 6 (enam) sampai 12 (dua 

belas) bulan; dan 

                                                           
8Ibid., pasal 4 
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b. 1 (satu) bulan bagi Narapidana dan Anak Pidana yang telah 

menjalani pidanaselama 12 (dua belas) bulan atau lebih. 

4) Pemberian remisi khusus dilaksanakan sebagaimana berikut: 

a. pada tahun pertama diberikan remisi sebagaimana 

dimaksud dalam ayat(1); 

b. pada tahun kedua dan ketiga masing-masing diberikan 

remisi 1 (satu) bulan; 

c. pada tahun keempat dan kelima masing-masing diberikan 

remisi 1 (satu )bulan 15 (lima belas) hari; dan 

d. pada tahun keenam dan seterusnya diberikan remisi 2 (dua) 

bulan setiaptahunnya. 

5) Pemberian remisi khusus 

a. 1/2 (satu perdua) dari remisi umum yang diperoleh pada 

tahun yangbersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana 

yang berbuat jasa kepadanegara atau melakukan perbuatan 

yang bermanfaat bagi negara ataukemanusiaan; dan 

b. 1/3 (satu pertiga) dari remisi umum yang diperoleh pada 

tahun yangbersangkutan bagi Narapidana dan Anak Pidana 

yang telah melakukanperbuatan yang membantu kegiatan 

pembinaan di Lembaga Pemasyarakatsebagai pemuka. 

       Dan dari hasil wawancara dengan beberapa narapidana narkotika 

yang dengan vonis hukuman bermacam-macam, para narapidana 

narkotika juga ada beberapa yang masih belum mendapatkan remisi 
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dikarenakan masih belum menjalani masa pidana minimal 6 (enam) 

bulan,9 beberapa juga mengatakan bahwa telah mendapatkan remisi total 

8 (delapan) bulan selama beberapa tahun menjalani masa pidananya,10 

walaupun dengan adanya remisi yang diberikan kepada pelaku tindak 

pidana narkotika mereka sudah merasa jera, walaupun ada pengurangan 

hukuman namun hukuman yang telah diberikan oleh hakim sudah 

membuat jera dan tidak akan mengulangi kesalahannya. 

       Para narapidana narkotika yang sudah berkelakuan baik dan juga 

dianggap mampu dalam hal informatika atau lainya mereka diberi 

pekerjaan sebagai pembantu petugas atau staf-staf di LAPAS mereka di 

sebut dengan taming, bahkan ada juga narapidana narkotika yang 

bertugas dibagian register mereka diberikan kebebasan untuk 

berkomunikasi dengan keluarga, namun ketika mereka kembali kedalam 

kamar tahanan mereka kembali menjadi narapidana sebagaimana 

umumnya. 

       Sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia nomor 99 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 Tahun 2006 tentang Syarat dan 

Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan perubahan 

pasal 34 A bahwa pemberian remisi bagi narapidana yang dipidana karena 

melakukan tindak pidana terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, 

                                                           
9 Juansa Pradana, Apakah anda telah mendapatkan remisi selama menjalani masa pidana?, 

Lembaga Pemasyarakatan Sidoarjo, 28 Desember 2015 . 
10 Fandi Dwinata, Berapa banyakkah remisi yang telah anda terima ?, Lembaga Pemasyarakatan 

Sidoarjo, 28 Desember 2015. 
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psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan 

hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan transnasional terorganisasi 

lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan dalam hal ini bagi pelaku 

tindak pidana narkotika harus bersedia bekerjasama dengan penegak 

hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya, dan  kesediaan untuk bekerjasama sebagaimana dimaksud 

diatas harus dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh instansi 

penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Dalam hal ini di lapas Sidoarjo kesediaan tersebut dinyatakan secara 

tertulis dan ditandatangani diatas materai oleh yang bersangkutan (pelaku 

tindak pidana narkotika). 

       Dalam hal pemberian remisi kepada narapidana Menteri Hukum dan 

HAM dapat mendelegasikan pelaksanaannya kepada kepala kantor 

wilayah. Penetapan pemberian remisi dilaksanakan dengan keputusan 

kepala kantor wilayah atas nama menteri, setelah mengeluarkan 

penetapan kepala kantor wilayah wajib menyampaikan laporan tentang 

penetapan pengurangan masa pidana tersebut kepada menteri Departemen 

Hukum Dan Ham Cq.Dirjen pemasyarakatan.11 

       Remisi memang diberikan kepada semua narapidana atau anak pidana 

narkotika namun ada pengecualian seperti halnya yang tercantum dalam 

                                                           
11Kepmen Hukum Dan Perundang-Undangan No.M.09.HN.02.01 Tahun 1999 Tentang 

Pelaksanaan Keputusan Presiden No.174 Tahun 1999. 
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Keputusan Presiden nomor 174 tahun 1999 bahwa Remisi tidak diberikan 

kepadanarapidana atau anak pidana yang: 

1. Dipidana kurang dari 6 (bulan). 

2. Dikenakan hukuman disiplin dan didaftar pada buku pelanggaran 

tata tertiblembaga pemasyarakatan dalam kurun waktu yang 

diperhitungkan padapemberian Remisi. 

3. Sedang menjalani cuti menjelang bebas. 

4. Dijatuhi pidana kurungan sebagai pengganti pidana denda.12 

      Oleh karena itu dari hasil wawancara ada beberapa narapidana yang 

belum mendapatkan remisi dikarenakan belum menjalani masa pidana 

enam bulan. Dan sebuah pengurangan hukuman yang diberikan oleh 

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bukan mengurangi efek jera 

kepada pelaku tindak pidana narkotika karena remisi merupakan hak dari 

narpidana atau anak pidana bila sudah memenuhi syarat, selain itu 

narapidana narkotika juga mengaku bahwa dirinya sudah jera dan 

menyesal telah melakukan kesalahan yang telah dilakukannya. Dan setiap 

tahunnya remisi diberikan, dan dihitung. 

 

 

                                                           
12Kepres No.174 Tahun 1999 Tentang Remisi. 


